
BUPATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMANTAN SEL/TTAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 1I TATIUN 2015

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BI'PATI TAPIN
NOMOR 27 TAIIUN 2OL4

TENTANG
PENJABARAN ANq}AR.A,I{ PENDAPATAIT DAil BELIINJA DAERATI

TATIUN ANGC}ARAN 2015

DENGAN RAHMAT TIII{AIY YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterimanya
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015, yang merupakan bagian dari
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2OLS tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka
untuk kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan di KabupatLn Tapin yang dibiayai dari
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, yang mendahului penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol5;

b. bahwa Penetapan Perattrran Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas telah sesuai dengan angka
V. HaI-Hat Khusus l,ainnya pada point 11

dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2OL4 tentang Pedoman
Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tatrun Anggaran 2015;
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e. bahwa be.rdasarkan pertimbangaa sebagaima n a
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Perattrran Bupati Tapin Nomor
27 Tahun 2OL4 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan .dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun t999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
42861;

Undang-Undang Nomor I Tatrun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
44O0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4a2\;

Mengingat : l.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pr.rsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajat< Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Und4pg-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Itmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2Ol5 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2Ol5 tentang Pembahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

9.

10.

11.
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13. Perattrran Pemerintah Nonror 24 Tahtn 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416l., sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangar
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7t2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O.Os

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45021,
sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangart
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor L7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Perattrran Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I37,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peratura.n Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
?OLO Nomor 110, Taqrbahan Lembatan Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

L4,
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t7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O0S
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintalr. Nomor 65 Tahun 2O0E
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor lSO,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor a6lal;

Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintatran Daeratr
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOZ Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2O7O
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2OlL
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 59,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 52191;

18.

19.

21.

22.

20.

23.
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25' Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2or2tentang Hibah D
Republik Indonesia
Tambahan Lemb
Indonesia Nomor 52

26. Peraturan pemerin
tentang
Negara/D
Indonesia
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

27 ' Peraturan presiden Nomor gz Tahun zot4
_t9n!ang peraturan pelaksan"rr, - -Urdang-
undang Nomor L2 Tahun 2orr ,L**
Pembentukan peraturan perundang-rra"rg.r;

28; Perat,ran presiden Nomor 36 Tahun z}ls
l.Tt"Tg _ _Rincian Anggaran pendapatan danBelanja Negara Tatrun-Anggaran 20 I S;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2096 tentang pedomin e.rr'[.tor.r,
-Keuangan Daerah, sebagaimana telah ?irrU"t,beberapa kali, terakl ir dengan p.rrt r"r,Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ?ahun ZOlltentang penrbahan Kedua atas peratura,
Menteri Daram Negeri Nomor rs rahun 2006
lentang Pedornan pengeloaan Keuangan Oaerah
(Berita Negara Republik Indonesia rihun zott
Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LZTahtm 2OOZ teatang pedornan Teknis
Pengelolaan Barang Milik naerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2OLl tentang pedoman pEmberian Hibahdan Bantuan Sosial yang Bersumber dariAnggaran pendapatan dan Belanja Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia tarrun iott
lomor 4SO): _sebagaimana telah diUbatr J"rrgunPeraturan Menteri Dalam Negeri f.fo*u, gg
Tahun 2or2 tenta,g perubahariatas peraiura,
Menteri D"lq* Negeri Nomor 32 Tahun 2}lltentang Fedoman pemberian Hibah dan

rsumber dari Anggaran
Daeratr (Berita Negara

n 2Ot2 Nomor SaO);
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34.

32.

33.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I
Tahun 2074 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 32);

Peratura-n Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoma:r Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
?ahun Anggaran 2015 (Berita Negaia Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Umsan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OO8 Nornor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pemhsalulkan Organisasi
dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O 1

iatrun 2Ot4 tentang Pembahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daeratr Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol4 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor Ol
Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OL2 Nomor O1);

Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

Peratura:r Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Talrun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin (tembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ot3 Nomor 02);
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40.

39,

+2.

43,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O3
Tahun 2073 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sahran Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2otg Nomor O3);

Peraturan- Daerah Kabupaten Tapin. Nomor 05
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah l(abupaten Tapin Tahun
2OL4 Nomor 05);

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2074 tentang Anggaran Pendapatan dan
Bglanja Daerah Tahun Anggaran 20f 5;

Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hulimm
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ol4 Nomor O2);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2OL4
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol4 Nomor O5);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeratr Tahun Anggaran 20f5 @erita
Daerah Kabupaten Tahun 2OL4 Nomor 27);

UEUUTUSI(AIT :

4t.

44.

MenetapKan : PERATTIRAIT BUPATT TEITTAilG PERIIBAIIAIT
ATAS PERATI'RAIY BI'PATI TAPIIT ilOTOR 27
TAIII'N 2OI4 TENTAITG PENJABARAII AIIGGAR/Iil
PENDAPATAN DAN BELITITJA DATRAII TAIIUN
ANGGARAN 2015.

Pesal I '

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahrtn
2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol5 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2OL4 Nomor
271, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Semula
b. Bertambah

Jumlah pendapatan
setelah penrbahan

2. Belanja i

a. Semula
b. Bertambah ,

Jumlah belanja
setelah perubahan
Surplus/Deflsit

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 1.036.551.235.862,00
Rp. 27.020.511.963.00

Rp. 1.O63 .57 1.7 47. 825rOO

Rp. 1.246.639.593.678,00
Rp. 27.020.511.963.00

Rp, 1.273.660. 105.64 l rOO

(Rp. 2 10.088.357.816,(X))

Rp. 228 .681 . 1 56.6 1 8,00
Rp. 18.592.798.802.OO

2.

Jumlah pembiayaan netto Rp. 210.088.357.816'00

Sisa Lebih Pembiayaan RP. O'OO

Anggaran Setelah Perubahan

Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5 diubah,
sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 15

berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah,
sehingga Lampiran II. Penjabaran Anggar€rn Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLS pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbunyi menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Ketrangan dan Aset
Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, sedangkan yang lainnya tidak mengalami
perubahan.

3.

l^
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Peset II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalrkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

O8 Mei 2Ol5

KABI'PATEIY TAPIII,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 12

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Mei 2015

Diundangkan di Rantau
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